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KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk terwujudnya demokrasi di Indonesia yaitu dengan
adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat
dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap Badan Publik harus

menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Sebagai salah satu Badan Publik BUMN, Perum Jasa Tirta I atau PJT I senantiasa berkomitmen dalam
menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2018 tentang KIP diberlakukan. Pada tahun 2020, PJT I telah menetapkan Keputusan Direksi
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perum Jasa Tirta I yaitu
Keputusan Direksi Nomor KP.042/KPTS/DU/2020 pada tanggal 17 November 2020.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terkait informasi mengenai sumber daya air dan
pengelolaaanya, Perum Jasa Tirta I terus melakukan inovasi dalam menjamin terciptanya Keterbukaan
Informasi Publik tersebut, salah satunya adalah mengembangkan website E-PPID dan aplikasi E-PPID
berbasis Android dan iOS.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban PPID PJT 1 dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik selama tahun 2024. PPID terus meningkatkan keterbukaan informasi publik
di Lingkungan Perum Jasa Tirta | dan mempertanggung jawabkannya kepada Komisi Informasi Publik.
Akhir kata, semoga laporan PPID PIT [ ini bermanfaat dan dapat senantiasa memberikan pelayanan

informasi kepada masyarakat secara maksimal.

Malang, 05 Juni 2025
Pejabat Pengelola Informasi

~Rokumentasi




BAB I
GAMBARAN UMUM PPID PERUM JASA TIRTA I

1.1 Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum Jasa Tirta 1

Dengan adanya peraturan perundangan UU No. 14 Tahun 2008, Perum Jasa Tirta [ menjadi salah satu
badan publik yang berkewajiban untuk melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
Untuk mengelola hal tersebut, dibentuklah struktur Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi
berdasarkan Keputusan Direksi Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Perum Jasa Tirta | yaitu Keputusan Direksi Nomor KP.042/KPTS/DU/2020 pada tanggal
17 November 2020.

Pada tahun 2024, Perum Jasa Tirta I menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Serta Pejabat Yang Berwenang Memberikan Pernyataan Kepada Publik Di Lingkungan
Perusahaan Umum Jasa Tirta [ yaitu Keputusan Direksi Nomor NOMOR 0046/KPTS/DRUT/X/2024
pada tanggal 3 Oktober 2024. Dalam KPTS Direksi tersebut diatur antara lain :

Daftar Pejabat dan Petugas Informasi dan Dokumentasi yang Berkepentingan Mengelola

Informasi Publik:

No Nama Jabatan Jabatan
1. | Sekretaris Perusahaan Atasan PPID
2. | Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi | PPID

Korporat
3. | Kepala Sub Divisi Hukum dan Kearsipan Tim Pertimbangan
3 a. Seluruh Kepala Divisi/Unit PPID Pelaksana

b. Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat

dan Umum

4, a. Tenaga Ahli di bidang kehumasan Petugas Pelayanan Informasi

o

Tenaga Ahli di bidang teknologi informasi
c. Tenaga Ahli di bidang hukum
d. Tenaga Ahli atau Quality Control (QC) di

masing-masing divisi/unit




Struktur Organisasi PPID Perum Jasa Tirta I:
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1.2 Visi dan Misi
Visi

Menjadi BUMN yang Informatif Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Bidang Sumber

Daya Air Sesuai Visi Perusahaan
Misi
Memberikan dan menghasilkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, akurat dan berkualitas.
b. Membentuk sumber daya manusia yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan
informasi publik.

¢. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna

melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik
PPID Perum Jasa Tirta | berkomitmen untuk memberikan informasi publik yang akurat, cepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan serta memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi, sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik Perum Jasa Tirta

Standar Layanan Informasi Publik di Perum Jasa Tirta | tercantum dalam Peraturan Direksi Perum Jasa
Tirta I Nomor 0001/PRT/DRUT/2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Perum Jasa Tirta I. Adapun prosedur pengajuan informasi publik antara lain sebagai berikut:
1.3.1 Prosedur Pengajuan Informasi Publik

Permohonan informasi publik PJT I dapat diajukan melalui beberapa cara diantaranya dengan datang
langsung ke Kantor Pusat PJT I di Jalan Surabaya 2A Malang, atau secara online melalui aplikasi dan
website https://eppid.jasatirta.co.id/ atau aplikasi PPID Perum Jasa Tirta I yang bisa diunduh di google
play dan app store.



Mekanisme Permintaan

Informasi Publik

Pemohon wajib mengisi
formulir permohonan
informasi publik

Lengkapi

persyaratan permohonan :
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yang berwenang, bagl pemohon
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Gambar 1 Mekanisme Permintaan Informasi Publik



1.3.2 Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi

SUMN .. %

@ ® 6 © © @

Prosedur Pengajuan

Keberatan atas informasi

Pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan atau
Ketidaksesuaian informasi yang dimohonkan dengan cara mengisi
formulir pernyataan keberatan

Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon maupun
kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan
alasan atas keberatan dimaksud.

Setelah pemohon mengajukan formulir keberatan. Petugas
Pelayanan Informasi akan memberikan nomor pendaftaran
keberatan dan akan mencatat dalam buku register keberatan.

Petugas Pelayanan Informasi kami akan memverifikasi
kelengkapan pengajuan keberatan. Jika lengkap, pengajuan
akan kami proses ke tahap selanjutnya.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan,
Atasan PPID Perumn Jasa Tirta | akan memberikan tanggapan atas
keberatan yang disampaikan

Atasan PPID berhak menolak pengajuan keberatan, apabila:

A. Alasan keberatan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi
aktualnya,

B. Materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan
materi dalam permohonan Informasi yang telah diterima PPID.

Gambar 2 Prosedur Pengajuan Keberatan



1.3.3 Prosedur Sengketa Informasi

SUMN 2. AE

JASA TIRTA

Prosedur Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi

(Pasal 37-38 UU No.14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik )

Upaya penyelesaian Sengketa

Informasi Publik diajukan kepada Komisi
] Informasi apabila tanggapan atasan PPID

dalam proses keberatan tidak memuaskan

Pemohon Informasi Publik.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi
Publik diajukan dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterimanya tanggapan tertulis
dari atasan PPID.

Komisi Informasi harus mulai mengupayakan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Proses penyelesaian Sengketa Informasi
paling lambat dapat diselesaikan dalam
waktu 100 (seratus) hari kerja.

®

PPRID
H

Gambar 3 Prosedur Sengketa Informasi



1.3.4. Sistem Pengelolaan Keadministrasian Mengenai Informasi Publik

PPID Perum Jasa Tirta | memiliki tugas pokok dalam mengelola informasi publik dimana

didalamnya termasik penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi atas

permohonan pengguna informasi publik. Pengelolaan kegiatan administrasi layanan informasi publik
dilakukan sebagai berikut:

a. Pembuatan formulir-formulir seperti:

Formulir Permohonan Informasi
Formulir Pemberitahuan Tertulis
Formulir Penolakan Informasi

Formulir Keberatan

b. Pembuatan Buku Register

Buku Register Permohonan Informasi

¢. Pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik tentang pelayanan di PJT I dan

dilaporkan tahunan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)



BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DI PERUM JASA TIRTA I TAHUN 2024

IL.1. Sarana dan Prasarana

Gambar 4 Meja Pelayanan Informasi Publik

Pemohon Informasi Perum Jasa Tirta I dapat dilakukan secara offline dengan mengunjungi
Kantor Pusat PJT I di Jalan Surabaya 2A Malang atau kantor divisi terdekat. Dalam menjamin
pelayanan lebih optimal, Ruang Pelayanan Informasi PJT I dilengkapi dengan meja layanan, komputer

dan telepon.
I1.2. Struktur PPID Perum Jasa Tirta I

PPID Perum Jasa Tirta | pada tahun 2024 secara keseluruhan terdiri atas 33 orang, antara lain
adalah:

Atasan PPID (Sekretaris Perusahaan) = 1 orang

PPID (Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat) = 1 orang

PPID Pelaksana (Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum) = 14 orang
PPI Unit (Tenaga Ahli dan Quality Control masing-masing unit) = 17 orang

Daftar anggota PPID Perum Jasa Tirta I antara lain:

No Nama Unit Kerja Posisi
1 Erwando Rachmadi Sekretaris Perusahaan Atasan PPID
2 Aris Widya Ka. DHKK PPID
3 Yulia Puspitanigroem Ka.SDKKU PPID Pelaksana
4 Agung Nugroho Ka. DJA WS Brantas PPID Pelaksana
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Ka. DJA WS

5 Astria Nugrahany PPID Pelaksana
Bengawan Solo
Ka. DJA WS
6 Didit Priambodo PPID Pelaksana
Jratunseluna
Ka. DJA WS Serayu
7 Kurdianto [di Rahman PPID Pelaksana
Bogowonto
Ka. DJA WS Toba
8 Indra Nurdianyoto PPID Pelaksana
Asahan
9 Hamim Ghufroni Ka. DIBP PPID Pelaksana
10 Inni Dian Rohani Ka. DOB PPID Pelaksana
11 Sri Umi Ka. DAK PPID Pelaksana
12 Lidwina Septiningsih Ka.DHC PPID Pelaksana
13 Achmad Yunus Ka. DPMA PPID Pelaksana
14 Adi Bowo Ka. DPK PPID Pelaksana
15 Oky Wira Buana Ka. DTIK PPID Pelaksana
16 Arief Budiyantono Ka. DKILH PPID Pelaksana
17 Dian Hapsari DHKK PPI Bidang Kehumasan
18 Gita Gianty Octavia DHKK PPI Bidang Hukum
19 Achmad Shofi DTI PPI Bidang Teknologi Informasi
20 Giovanni Anggasta SPI PPI1 Unit
21 Bagus Aji Setiawan DOB PPI Unit
22 Fitri Julia Mambrisauw DPK PPI Unit
Laksmi Swastika
23 DAK PPI Unit
Wardhani
24 Satria Wahyu Oetomo DKILH PPI Unit
25 Qurrota Ayuni DHC PPI Unit
26 M. Ridha Nuristyan DPMA PPI Unit
27 Teguh Winari DJA Brantas PPI Unit
Mega Teguh Budi
28 ) DJA Bengawan Solo PPI Unit
Raharjo
29 Ariadi Sunandar DJA Jratunseluna PPI Unit
30 Dian Bagus Prasetyo DJA Toba Asahan PPI Unit
31 Ibrahim [khsan Lubis DJA Toba Asahan PPI Unit
32 Novi Wahyu Anggraeni SEKPER PPI Unit

11




Sarbaini Handayani S, . - :
33 o= Manajemen Risiko PPI Unit

Untuk pihak-pihak yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan KIP telah mendapatkan pelatihan
sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi. Pada tahun 2024, PJT I melakukan kegiatan
benchmarking untuk bertukar wawasan terkait keterbukaan informasi publik di PT Biofarma, Perum
Jasa Tirta 11, dan PT KAI khususnya terkait monitoring evaluasi KIP, inovasi, pengadaan, dan kebijakan

informasi publik.

NNy

(St

Gambar 5 Kegiatan Benchmarking Perum Jasa Tirta | ke PT KAl

IL.3. Anggaran

Alokasi biaya Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik telah dianggarkan dalam RKAPT 2024,

masuk dalam beban O&P Sub Divisi Humas & Informasi Publik dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Nilai
Pengelolaan KIP
1 | Refurbishment Ruang PPID Rp 120.000.000,00
2 | Benchmarking Monev KIP Rp 43.000.000,00
3 | Akomodasi Koordinasi Penyelenggaraan KIP Rp 12.000.000,00
4 | Konsultasi KIP Rp 15.000.000,00
Total Rp 190.000.000,00

I1.4. Cara Memperoleh Informasi
Berikut tata cara yang bisa ditempuh dalam mengajukan informasi publik di Perum Jasa Tirta I
e Layanan Offline (Tatap Muka Langsung)
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Pemohon informasi bisa datang langsung ke Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I di Jalan Surabaya
2A Malang atau kantor divisi terdekat, petugas akan melayani pemohon dalam proses
permohonan informasi.
Jam Layanan Infomasi : Setiap Hari Kerja (Senin-Kamis)

Pukul 08.00 — 15.00 (Istirahat 12.00-13.00)

Setiap Hari Kerja (Jumat)

Pukul 08.00 — 15.00 (Istirahat 11.00-13.00)
Surat
Surat permohonan informasi dapat dikirimkan langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Perum
Jasa Tirta I di Jalan Surabaya 2A Malang
Telepon
Layanan informasi melalui telepon tersedia setiap hari kerja (Senin - Jumat) mulai pukul 08.00-
16.00 di nomor telepon (0341) 551971
Email
Layanan informasi melalui email dapat dikirimkan melalui alamat email ppid@jasatirtal.com
Website

Perum Jasa Tirta | menyediakan layanan PPID berbasis web yang dapat diakses melalui alamat

https://eppid.jasatirta.co.id/. Website ini memuat berbagai informasi terkait PJT I dan segala

macam formulir yang berkaitan dengan informasi publik seperti Formulir Permohonan
Informasi, dan Formulir Pengajuan Keberatan

Aplikasi

Perum Jasa Tirta | juga mengembangkan penyedia layanan informasi berbasis android dan iOS.

Layanan informasi ini dapat diunduh langsung melalui Google store dan App store.

13
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BAB 111
INOVASI & PRESTASI PPID PERUM JASA TIRTA I

[11.1 Inovasi
Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID PJT I akan melakukan pemenuhan
standar pelayanan KIP sesuai peraturan yang ditetapkan. Adapun upaya peningkatan yang akan
dilakukan oleh PPID, antara lain sebagai berikut :

1. Web E-PPID Perum Jasa Tirta I telah dilengkapi dengan menu aksesbilitas untuk membantu
pemohon disabilitas dalam mendapatkan akses informasi. Untuk menunjang inklusivitas PPID
Perum Jasa Tirta I kedepannya juga akan melaksanakan sosialisasi kepada penyandang
disabilitas dan penambahan formulir dengan huruf braille.

ey PERUM
PR Jana nmra t

Bwss sus ol - L LD
I\ndajlg'[uh Tnfugnasr Pubhk {e:&lang kami

~USilahkan

e,

Gambar 6 Website PPID Ramah Disabilitas

2. Perum Jasa Tirta I terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik
melalui inovasi yang mempermudah akses bagi masyarakat. Salah satu inovasi terbaru adalah
penambahan ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kini terletak di
lokasi yang lebih strategis, tepat di depan kantor. Langkah ini diambil untuk mempermudah
masyarakat dalam mengakses informasi publik yang dibutuhkan, serta meningkatkan efisiensi
dan transparansi dalam pengelolaan informasi. Kedepannya ruangan ini akan dibuat lebih ramah

untuk penyandang disabilitas.

Gambar 7 Ruang PPID Perum Jasa Tirta |
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3. Alokasi biaya Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik telah dianggarkan dalam RKAPT
2025, masuk dalam beban O&P Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum dengan rincian

sebagai berikut:
No Uraian Nilai
Pengelolaan KIP
1 | Peningkatan Kompetensi PPI Rp 20.000.000,00
2 | Upgrading Website PPID ' Rp 20.000.000,00
3 | Monitoring Evaluasi dan Penyelenggaraan KIP Rp 42.000.000,00
4 | Konsultasi KIP Rp 20.000.000,00
5 | Peningkatan Layanan KIP Rp 50.000.000,00
Total Rp 152.000.000,00

4. Benchmarking keterbukaan informasi publik rencananya akan dilaksanakan lagi dengan
mengunjungi BUMN Informatif seperti Brantas Abipraya, Telkom dan PLN.

[11.2 Prestasi

Sebagai bentuk evaluasi atas penerapan tersebut, PJT I ikut serta dalam Monitoring dan Evaluasi
(Monev) KIP tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat selama bulan Agustus
sampai dengan Desember 2024. Dari Moneyv tersebut Perum Jasa Tirta | mendapatkan nilai 97, 67

masuk kategori “Informatif”.

Gambar 8 Hasil Monev Perum Jasa Tirta | adalah dengan nilai 97,67 (berpredikat sebagai Badan Publik Informatif)
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